SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR152 TAHUN2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTANOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAHDAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA

Menimbang :

DINI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu

pendidikan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah
DaerahDan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Daerah;

bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
dalam pertimbangan huruf a, antara lain sepanjang ketentuan yang
mengatur mengenai tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk pelimpahan sebagian tugas
dan wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna
Anggaran, telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun masih
belum dilakukan penormaan kembali dalam materi muatan
Peraturan Wali Kota aquo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf adan huruf b, agar materi muatan Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud selaras dan harmonis dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerahdipandang perlu
menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor
20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Operasional Sekolah Daerahdan Biaya Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4864);



8.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Daerah Kota ProbolinggoTahun 2017 Nomor 15);



Menetapkan :

22.

23.

24.

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 129);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah
dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 20),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
KotaNomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah
Kota Proboolinggo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAHDAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ProbolinggoNomor 20 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerahdan Biaya

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah(Berita Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2021 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Wali Kota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali KotaNomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan

Operasional Sekolah Daerah dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Proboolinggo Tahun 2021 Nomor 33), diubah

sebagai berikut :
Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IIA, dan
ditambahkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D,

Pasal 10E, dan Pasal 10F, sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IIA
PEJABAT YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN KEUANGAN
Pasal 10A

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran

Perubahan (RKAP)-SKPD pada Dinas;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perubahan (DPAP)-SKPD pada Dinas;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

melaksanakan anggaran pada Dinas;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada Dinas;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD pada Dinas;

. menetapkan pejabat lainnya padaDinas dalam rangka pengelolaan

keuangan daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku PA
mempunyai tugas lainnya dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pasal 10B

Berdasarkan pertimbangan beban kerja pada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan
sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan
Dasar selaku KPAuntuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran pada Satuan Pendidikan Dasar yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan,;

e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

f. membantu menyusun laporan keuangan pada Satuan Pendidikan Dasar
dan menyampaikannya kepada PA; dan

g. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satuan

Pendidikan Dasar melaksanakan tugas lainnya meliputi :

a. membantu PA dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana
Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)-SKPD pada Satuan Pendidikan Dasar;

b. membantu PA dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)-SKPD pada Satuan
Pendidikan Dasar;

c. dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah pada Satuan Pendidikan Dasar; dan

d. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan sebagian

kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPA

bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 10C
KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat di lingkungan Satuan
PendidikanDasarselaku PPTK.
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan

wewenang KuasaPengguna Anggaran.

Pasal 10D

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

d. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
Satuan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PPTK bertanggung jawab kepadaKPA.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 10E
Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan
pada pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum atau fungsional
tertentu selaku PPTK dengan kriteria sekurang-kurangnya :
a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 2 tahun;
b. telah menduduki pangkat, golongan/ruang Illa; dan
c. memiliki rata-rata nilai pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dua tahun

terakhir dengan predikat baik.

Pasal 10F

Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan

yang diajukan KPA kepada PA dengan ketentuan :

a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan Dasar yang
menduduki jabatan struktural; atau

b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan Dasar yang
menduduki jabatan fungsional umum.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ketentuan ayat (2), Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dijabat oleh

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA
dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara

Pengeluaran secara periodik.



Pasal II
Peraturan Wali Kotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT D PROBOLINGGO

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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